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ABSTRAK
 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulatif tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia ke depanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk mencapai tujuan hukum pidana maka kebijakan legislatif (formulasi) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan aplikasi yaitu menerapkan peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam praktek kebijakan menetapkan perbuatan dan sanksi pidana tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tetapi beberapa perbuatan sebagai tindak pidana bidang perbankan dapat juga memenuhi sebagai kejahatan yang di atur dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dianalisa dengan cara mengkaji relevansi dan eksistensinya terhadap tindak pidana bidang perbankan.

Kata kunci : Kebijakan, Pengaturan pidana, Perbankan. 




CRIMINAL LAW POLICY IN HANDLING CRIMINAL ACTS IN 
BANKING SECTOR

ABSTRACK 

This study aims to understand how criminal law policy in the handling of criminal acts in the banking sector in Indonesia and to find out how the formulative criminal act in the banking sector in Indonesia is in the future. This study is a normative legal research with legal material, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. In order to achieve the objectives of criminal law, the legislative policy (formulation) cannot be separated from the application policy, namely implementing the regulations formulated in the law. in the practice of the policy of establishing criminal acts and sanctions not only in Law Number 10 of 1998 concerning banking, but some acts as criminal acts in the banking sector can also fulfill as crimes set in the Criminal Code. These provisions are then analyzed by examining the relevance and existence of the criminal offense in the banking sector Kewords Polic Criminal Arrangement, Banking.







I. PENDAHULUAN

	Eksistensi perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang pada dasarnya merupakan perantara keuangan masyarakat (financial intermediary) dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat merupakan ujung tombak sektor keuangan yang di prioritas penangananya sangat urgen. Hal tersebut salah satunya dikarenakan lembaga perbankan secara potensial rawan terhadap berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.[footnoteRef:2]  [2:  M.sholehuddin, Tindak pidana Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him. 2
] 

	Menurut Muhamad Djumhana, lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat.[footnoteRef:3] Di dalam upaya menguatkan kepercayaan tersebut pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum oleh lembaga atau oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat. [3:  Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, him. 163
] 

	 Permasalahan yang terjadi yang menyebabkan maraknya tindak pidanadi bidang perbankan, oleh kebijakan dalam perundang-undang bank di berikan kewenangan kredit tersebut namun pihak bank tidak melaksanakan ketentuan dalam undang-undang perbankan. Hal ini terlihat dengan adanya perubahan dalam perundang-undangan di bidang perbankan sebagaimana telah diberlakukanya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana ketentuanya yang amat sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian yang selalu mengalami perubahan.
	 Berlakunya Undang-Undang No 10 tahun 1998, sebenarnya telah menjadi wadah hukum pidana di bidang perbankan dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi dan juga diharapkan dapat mendukung kegiatan perbankan yang semakin komplit seperti sekarang, karena Undang-Undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 dianggap banyak mengandung kelemahan atau kekurangan untuk mendukung kegiatan perbankan.
	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, diatur mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut mencerminkan bahwa setiap tindak pidana perbankan dapat dijatuhi sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi pidana dalan undang-undang perbankan diatur pada Pasal 46, 47, 48, 49, dan Pasal 50 UU No. 10 Tahun 1998, dan dalam KUHP diatur pada Pasal 263, 264, 266, 372, 374, 378 sedangkan ketentuan yang bersifat khusus lainya dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.KUHP, dan peraturan perundang-undanganlainnya. Hal ini disebabkan perbuatan yang dilarang, dan diancam pidana di bidang perbankan tidaklah dirumuskan secara lengkap dalam satu undang-undang, melainkan dapat diterapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainya, oleh karena itu semua tindak pidana di bidang perbankan, tidak dipersoalkan apakah tindak pidana itu diatur dalam undang-undang perbankan.[footnoteRef:4] 	Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : (1), Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidangperbankan di Indonesia saat ini? (2). Bagaimana kebijakan formulatiftindak pidana di bidang perbankan IP Indonesia ke depan?  [4:  Malurak Pardede, Hukum Pidana Bank, Pustaka Sinar Harupan, Jakarta, 1995, hal. 14.
] 

	Tujuan dan Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah : 
a). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia saat ini dan Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulatif tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia ke depan. b). Untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Mataram, Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengembangakan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, mengenai kebijakan formulatif tindak pidana di bidang perbankan, dan juga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Bagi Pemerintah dan Legislatif dapat membentuk peraturan perundangan-undangan bidang perbankan yang memberikan keadilan, dan bagi penegak hukum dapat menjadi rujukan dalam penanggulangan atau pencegahan dan penindakan tindak pidana bidang perbankan, serta bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kesadaran dalam mencegah tindak pidana bidang perbankan. 
	Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang mencangkup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, taraf singronasisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian tentang perbandingan hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.[footnoteRef:5]  Pendekatan hukum, taraf singronasisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian tentang Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencangkup terhadap asasas hukum, penelitian terhadap sistematika penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Slame approach), pendekatan Konseptual (conceptual approach).  [5:  Ibid., hlm. 25] 



II. PEMBAHASAN
Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Di Indonesia Saat Ini 
	Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Di Indonesia saat ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adapun hal-hal yang di atur yaitu : 1) Ruang Lingkup Tindak Pidana Bidang Perbankan, dapat menjadi 4 (empat) kategori, yakni : (a) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan, adapaun tindakan pidana yang berkaitan dengan perizinan mencakupi, yakni : b) Tindak Pidana Yang Berkitan Dengan Rahasia Bank, disebut bahwa tindak pidana yang termaksud ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2). Dan Pasal 47A. c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2). d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas jasa keuangan. 2) Dasar Pertimbangan Suatu Perbuatan Dijadikan Perbuatan Pidana Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
	Dasar pertimbangan terhadap suatu perbuatan dijadikan sebagai perbuatan pidana menurtu Undang-Undang perbankan, khususnya tidak terlepas dari alasan pembentuk Undang-Undang dalam merancang Undang- Undang tersebut. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan: 1) Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintergrasi dengan tantangan semakin komplek serta keuangan yang semakin maju, diperlukan menyesuaikan kebijakan di bidang ekonomi, termaksud perbank. 3) Dalam memasuki eraglobalisasi dan dengan telah diartifikasikan beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan bidang perekonomian, khusunya sektor perbankan. 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. 3) Kualifikasi Perbuatan Pidana di Bidang Perbankan, Menurut penjelasan Memorie van Toelichting(MvT) mengenai pembagian perbuatan pidana yaitu: pembagian perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran sebenarnya didasarkan pada perbedaan yang prinsipil. Dikatakan ada kejahatan, adalah "rechtdelicten", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak di tentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah di rasakan onrecht, Sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah "wetsdelichten" yaitu suatu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menetukan demikian.[footnoteRef:6] [6:  Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Cet.IV, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.71.
] 




Ketentuan Pasal 51 ayat (1) menyebutkan perbuatan pidana dalam Pasal-Pasal dimaksud diancam dengan pidana penjara, maka termaksud kualifikasi perbuatan pidana kejahatan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) perbuatan pidananya diancam dengan pidana kurungan, maka dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran. 
	Dapat disimpulakan bahwa pembedaan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Walaupun untuk pada saat ini pembedaan dalam kejahatan dan pelanggaran masih banyak yang deperdebatkan mengenai dasar filosofinya, karena dianggap tidak mempunyai dasar yang kuat dan ketinggalan jaman, namun dari sebagaian produk perundang-undangan di Indonesia masih menggunakan pembedaan tersebut. 4) Kebijakan Pengaturan Sanksi Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pembahasan mengenai kebijakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 akan meliputi pengaturan jenis-jenis sanksi, pengaturan bobot penjatuhan pidana, dan perbandingan pengaturan sanksi pidana dengan perundang-undangan lain. (a) Pengaturan jenis-jenis sanksi, Adapun jenis-jenis sanksi yang terdpat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, untuk jenis sanksi pidana di atur dalam Pasal 46,47,48,49, dan Pasal 50 dan Pasal 52 tentang sanksi adminitrasi. 
	Untuk jenis sanksi pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, oleh karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan undang-undang khusus, maka sistem sanksinya berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali dapat berbeda dengan sistem yang ada dalam KUHP. (b) Pengaturan berat ringanya pidana (strafmaat), dalam rangka menetapkan jumlah dan lamanya ancaman pidana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menganut sistem minimum dan maksimum, hal ini berbeda dengan sebelumnya (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992) yang hanya menggunakan sistem maksimun, pengaturan bobot (berrat-ringanya) pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dilihat pada setiap Pasal yang mengatur ketentuan pidana yaitu Pasal 46,47,48,49, dan Pasal 50. Untuk jenis perbuatan pidana yang satu bobotnya berbeda dengan jenis perbuatan pidana lainya. 5) Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Kebijakan pertanggung jawaban pidana yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, akan diuraikan mengenai: a) Sistem Perumusan Sanksi, Sistem perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah menggunakan sistem perumusan kumulatif antara pidana pokok penjara serta denda untuk kejahatan dan sistem kumulatif-alternatif antara pidana kurungan dan atau denda untuk pelanggaran. b) Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Menurut sistem yang Tahun 8661 yang dapat dianut Undang-Undang Nomor 10 dipertanggungjawabkan secara pidana disamping orang juga badan Hukum (korporasi), berbeda dengan sistem yang ada di KUHP yang hanya mengakui manusia pribadi sebagai subjek hukum, yang tampak pada perumusan Pasal 59 KUHP yang menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus, atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika ternyata pelanggaran itu telah diluar tanggunganya.
Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Bidang Perbankan Di Indonesia Ke Depan
 	Untuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan biasanya dilakukan melalui suatu proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan dengan orang, yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengnan sanksi, proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang diman perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.[footnoteRef:7]  [7:   Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977 blm. 32 ] 

	Menurut Sudarto ada dua macam pertanyaan perlu diperhatikan untuk melakukan kriminalisasi, yaitu : (1). Apakah yang menjadi ukuran dari pembentukan Undang-Undang untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana ? (2). Apakah kriterianya bagi pembentuk Undang-Undang untuk menetapkan ancaman pidana terhadap perbuatan pidana yang satu lebih tinggi dari pada ancamanpidana terhadap perbuatan pidana yang lain?[footnoteRef:8]  [8:  Ibid,.hlm.34.
 ] 

	Dari pendapat diatas tidaklah mudah untuk menentukan secara tepat ukuran dan kriteria dalam melakukan kriminalisasi, dengan dikemukakanya persoalan tersebut dapat dijadikan suatu dasar pertimbangan yang rasional dalam melakukan suatau kebijakan kriminalisasi oleh pembentuk Undang- Undang. Berdasarkan uraian tersebut, maka upaya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana bidang perbankan perlu memperhatikan berbagai aspek pertimbangan. Berikut diuraikan upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana berdasarkan RKUHP dan RUU bidang Perbankan.
 Rumusan Tindak Pidana Perbankan Dalam RKUHP 2018 
	RUU-KUHP adalah langkah penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, yang sudah dimulai sejak tahun 1963. Pembaruan ini perlu dilakukan karena alasan filosofis, politis, sosiologis dan praktis. Secara filosofis peraturan perundangan yang berasal dari pemerintahan kolonial, termasuk KUHP perlu diganti, karena dibuat dengan landasan filosofi yang berbeda. 
Rumusan Tindak Pidana Perbankan Dalam Rancangan Undang- Undang tentang Perbankan 
	Undang-undang Perbankan di Indonesia tergolong sudah cukup lama karena sudah berlaku sejak tahun 1998, masa sebelum Amandemen UUD NRI 1945. Hal yang paling mendesak, sebelum diberlakukannya UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK mulai tahun 2013 adalah penggantian/pembuatan UU No 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No 10 tahun 1998 dan UU No 23 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 3 tahun 2004 yang diubah dengan UU No 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Menjelang tahun 2013 RUU Perbankan baru mulai disusun, pada perkembangannnya sanpai dengan tahun 2018, beragam rencana revisi UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak tercapai pada Proglenas tahun 2018.
Pertimbangan terhadap suatu perbuatan dijadikan sebagai perbuatan pidana menurtu Undang-Undang perbankan, khususnya tidak terlepas dari alasan pembentuk Undang-Undang dalam merancang Undang- Undang tersebut. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan: 1) Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintergrasi dengan tantangan semakin komplek serta keuangan yang semakin maju, diperlukan menyesuaikan kebijakan di bidang ekonomi, termaksud perbank. 3) Dalam memasuki eraglobalisasi dan dengan telah diartifikasikan beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan bidang perekonomian, khusunya sektor perbankan. 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. 3) Kualifikasi Perbuatan Pidana di Bidang Perbankan, Menurut penjelasan Memorie van Toelichting(MvT) mengenai pembagian perbuatan pidana yaitu: pembagian perbuatan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran sebenarnya didasarkan pada perbedaan yang prinsipil. Dikatakan ada kejahatan, adalah "rechtdelicten", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak di tentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah di rasakan onrecht, Sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah "wetsdelichten" yaitu suatu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menetukan demikian.[footnoteRef:9] [9:  Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Cet.IV, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.71.
] 
















III. PENUTUP 

Kesimpulan 
	Berdasarkan ruang lingkup masalah dan substansi pembahasan dalam bab anlahulu, maka dapat dikemukan kesimpulan sebagai berikut : (1). Pengaturan tindak pidana bidang perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 erdapat pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 yang mengatur kualifikasi serbuatan pidana terdiri dari tindak pidana berkaitan dengan perizinan, tindak sidana berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana berkaitan dengan nengawasan bank, tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank, tindak nidana berkaitan dengan pihak terafiliasi, tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham dan tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan. (2). Kebijakan formulatif dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan mengatur beberapa perubahan berkaitan dengan perbuatan meminta atau menyuruh Komisaris, anggotaDireksi, atau Pihak Terafiliasi, Komisaris, Anggota Direksi, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang, Komisaris, anggota Direksi atau Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja melanggar larangan, Komisaris atau anggota Direksi, yang dengan sengaja meminta atau menerima,mengizinkan, menyetujui, atau menyuruh untuk menerima suatu imbalan, komisi,uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya.




SARAN
	Berdasarkan uraian pembahasan yang disimpulkan diatas, saran yang lanat diberikan adalah: (1). Untuk mengefektifkan fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan pidana bidang perbankan perlu memperbaruhi kebijakan legislatif, sebagai kebijakan dalam menetapkan/merumuskan sanksi pidana baik mengenai jenis-jenis pidana mapun jumlah/lamanya pidana, oleh karena itu perlu diatur jenis-jenis pidana pokok yang baru seperti kejahatan dengan sarana komputer di bidang perbankan dan lain-lain serta pidana tambahan, yang memungkinkan terhadap badan hukum atau korporasi tidak hanya diakui sebagai subjek hukum namun dapat pula dijatuhi sanksi pidana, yang pertanggung jawaban pidananya tidak hanya dibebankan pada pimpinan/pengurusnya tetapi juga terhadap badan hukum itu sendiri serta diaturnya pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 10 sub b KUHP dan pembayaran uang pengganti. (2). Pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, di karenakan perbankan mempunyai peran yang strategis dan aktif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk menujukesejahteraan hidup rakyat, sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
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